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Abstract. This study aims to describe the role of the amendment of Individual Taxpayer Annual
Tax Returns in improving the quality of tax information in the era of the Coretax Administration
System. This study employed a descriptive qualitative method with a case study approach and
documentation as the data collection technique. The analysis focused on two tax return
amendment cases involving discrepancies in income and asset reporting. The findings indicate
that errors in reporting resulted in tax information that did not fully reflect the taxpayers’ actual
circumstances. After the amendments were made, the reported information became more
accurate, complete, and consistent with the taxpayers’ actual income sources and asset
ownership, thereby improving the quality of tax information recorded in the system. The findings
also show that tax return amendments function not only as an administrative correction
mechanism but also as an important means of improving the quality of tax information within an
integrated tax administration system. Therefore, tax return amendments play an essential role in
maintaining reliable tax information in the era of the Coretax Administration System.
Keywords: Tax Return Amendment, Information Quality, Digital Tax Administration, Coretax
Administration System.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pembetulan Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan
pada era Coretax Administration System. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif
dengan pendekatan studi kasus serta teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Analisis
dilakukan terhadap dua kasus pembetulan SPT yang menunjukkan ketidaksesuaian informasi
pada aspek penghasilan dan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan pengisian data
menyebabkan informasi perpajakan yang dilaporkan belum mencerminkan kondisi wajib pajak
yang sebenarnya. Setelah dilakukan pembetulan SPT, informasi mengenai sumber penghasilan
dan kepemilikan harta menjadi lebih sesuai sehingga kualitas informasi perpajakan yang tercatat
dalam sistem menjadi lebih akurat, lengkap, dan relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
pembetulan SPT tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi administratif, tetapi juga
berperan dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan pada sistem administrasi perpajakan
yang terintegrasi. Dengan demikian, pembetulan SPT menjadi bagian penting dalam menjaga
keandalan data perpajakan pada era Coretax Administration System.

Kata kunci : Pembetulan SPT, Informasi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Coretax
Administration System.
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LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam
pelaksanaan administrasi perpajakan, Indonesia menerapkan self-assessment system
yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan
melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku (Arifin et al.,
2025). Sistem tersebut menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang aktif dalam proses
pelaporan perpajakan sehingga ketepatan informasi yang disampaikan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan. Di sisi lain,
pelaksanaan self-assessment juga membuka kemungkinan terjadinya kesalahan pelaporan
karena proses pengisian data perpajakan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.
Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan dalam pengisian data maupun
ketidaksesuaian informasi yang dilaporkan sehingga hasil pelaporan perpajakan belum

sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.

Perkembangan administrasi perpajakan berbasis digital menyebabkan kualitas
informasi perpajakan menjadi semakin penting. Direktorat Jenderal Pajak terus
melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax
Administration System yang dirancang sebagai platform digital terintegrasi untuk
mendukung pengelolaan layanan dan data perpajakan secara lebih efisien (Muttiwijaya et
al., 2025). Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) merupakan bagian
dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan integrasi data,
efisiensi layanan, dan kualitas pengelolaan informasi perpajakan (Korat & Munandar,
2025). Dalam sistem tersebut, setiap informasi yang dilaporkan wajib pajak akan tercatat
dan terhubung dalam basis data administrasi perpajakan secara elektronik. Oleh karena
itu, ketepatan dan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam SPT menjadi faktor
penting dalam menghasilkan data perpajakan yang akurat dan andal. Sebaliknya,
kesalahan pengisian data maupun ketidaksesuaian informasi dapat memengaruhi kualitas
data yang tersimpan dalam sistem administrasi perpajakan (Rosyid et al., 2024). Dengan
demikian, pada era Coretax Administration System, kualitas informasi perpajakan
menjadi aspek yang perlu dijaga agar data yang tercatat dalam sistem sesuai dengan

kondisi wajib pajak yang sebenarnya.
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Ketika ditemukan adanya kesalahan dalam pelaporan perpajakan, wajib pajak
diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT. Ketentuan mengenai
pembetulan SPT diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperbaiki data perpajakan
yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui mekanisme tersebut, wajib pajak
dapat menyesuaikan kembali informasi mengenai penghasilan, harta, maupun data
perpajakan lainnya agar informasi yang tercantum dalam SPT menjadi lebih akurat.
Aribowo (2017) menjelaskan bahwa pembetulan SPT merupakan mekanisme untuk
memperbaiki kesalahan pelaporan sekaligus memastikan informasi yang disampaikan
mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sejalan dengan itu, Damar (2023) menyatakan
bahwa pembetulan SPT tidak hanya berfungsi sebagai koreksi administratif, tetapi juga
berperan dalam menjaga kualitas informasi perpajakan yang tercatat dalam sistem

administrasi perpajakan.

Penelitian mengenai pembetulan SPT telah banyak dilakukan, namun umumnya
membahas pembetulan SPT dalam konteks administrasi perpajakan sebelum
implementasi Coretax Administration System. Sementara itu, penelitian yang mengkaji
pembetulan SPT pada era Coretax Administration System masih terbatas, padahal sistem
tersebut menghadirkan pengelolaan data perpajakan yang terintegrasi sehingga kualitas
informasi yang dilaporkan menjadi semakin penting. Dalam konteks tersebut, pembetulan
SPT tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi administratif, tetapi juga berperan
dalam memastikan informasi perpajakan yang tercatat dalam sistem tetap akurat, lengkap,
dan sesuai dengan kondisi wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk
mendeskripsikan peran pembetulan SPT dalam meningkatkan kualitas informasi

perpajakan pada era Coretax Administration System.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
peran pembetulan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan kualitas
informasi perpajakan pada era Coretax Administration System. Penelitian berfokus pada
pembetulan SPT sebagai mekanisme koreksi administratif untuk menyesuaikan informasi
penghasilan dan harta agar sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya sehingga
kualitas informasi perpajakan yang tercatat dalam Coretax Administration System

menjadi lebih akurat, lengkap, dan relevan.
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KAJIAN TEORITIS
Self-Assessment System dan Kualitas Informasi Perpajakan

Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan
kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem tersebut, Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi sarana bagi wajib pajak untuk
menyampaikan informasi perpajakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban
perpajakannya. Arifin et al., (2025) menjelaskan bahwa self-assessment system
menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan
kewajiban perpajakan sehingga kebenaran informasi yang dilaporkan menjadi tanggung
jawab wajib pajak. Oleh karena itu, pengisian SPT tidak hanya berkaitan dengan
pelaporan pajak terutang, tetapi juga dengan penyampaian informasi perpajakan yang
sesuai dengan kondisi wajib pajak.

Kualitas informasi perpajakan berkaitan dengan karakteristik informasi yang
dihasilkan sehingga mampu menggambarkan kondisi wajib pajak. Informasi yang
berkualitas harus mampu menyajikan data yang akurat, relevan, andal, dan bermanfaat
sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan secara tepat (Sinaga & Saebani,
2023). Menurut Rahayuningtyas (2022), kualitas informasi merupakan karakteristik yang
diharapkan dari informasi yang dihasilkan suatu sistem, yang meliputi aspek accuracy,
completeness, currency, dan format. Dalam konteks perpajakan, kualitas informasi
tercermin dari kesesuaian data yang dilaporkan dalam SPT dengan kondisi wajib pajak
yang sebenarnya. Suwailim et al.,, (2023) menjelaskan bahwa pengetahuan dan
pemahaman perpajakan berperan dalam mendukung penyampaian informasi yang sesuai
dengan ketentuan perpajakan.

Pembetulan SPT sebagai Koreksi Administratif Perpajakan

Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan mekanisme yang diberikan
kepada wajib pajak untuk memperbaiki data perpajakan yang telah dilaporkan apabila
ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian informasi. Ketentuan mengenai pembetulan
SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2021. Melalui mekanisme tersebut, wajib pajak dapat melakukan penyesuaian
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terhadap informasi penghasilan, harta, maupun data perpajakan lainnya agar sesuai
dengan kondisi yang sebenarnya.

Menurut Aribowo (2017), pembetulan SPT merupakan bentuk tanggung jawab
wajib pajak dalam memastikan kebenaran informasi perpajakan yang telah disampaikan
kepada otoritas pajak. Dalam praktiknya, pembetulan SPT tidak hanya dilakukan untuk
memperbaiki kesalahan yang memengaruhi besarnya pajak terutang, tetapi juga untuk
menyesuaikan informasi perpajakan yang belum sesuai dengan kondisi wajib pajak
(Yuliandi, 2019). Oleh karena itu, pembetulan SPT dapat dipahami sebagai mekanisme
koreksi administratif yang berperan dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan
melalui penyajian informasi yang lebih akurat, lengkap, dan sesuai dengan kondisi
sebenarnya.

Coretax Administration System

Coretax Administration System merupakan bagian dari modernisasi administrasi
perpajakan yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem administrasi
berbasis digital dan terintegrasi. Sistem ini mendukung pengelolaan data perpajakan
secara elektronik sehingga proses pelaporan, pencatatan, dan validasi informasi dapat
dilakukan secara lebih efisien. Menurut (Muttiwijaya et al., 2025), Coretax
Administration System dirancang untuk mengintegrasikan layanan dan data perpajakan
dalam satu sistem administrasi sehingga mendukung pengelolaan informasi perpajakan
secara lebih efektif. Sejalan dengan itu, Arianty (2024) menjelaskan bahwa implementasi
Coretax diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui
integrasi proses bisnis dan pengelolaan data secara digital.

Dalam administrasi perpajakan berbasis digital, kualitas informasi menjadi aspek
yang semakin penting karena setiap data yang dilaporkan wajib pajak akan diproses dan
dimanfaatkan dalam sistem yang saling terhubung. OECD (2023) menjelaskan bahwa
transformasi digital administrasi perpajakan mendorong pemanfaatan sistem terintegrasi
untuk meningkatkan kualitas data, efisiensi administrasi, dan pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, ketepatan, kelengkapan, dan kesesuaian informasi yang disampaikan
dalam SPT menjadi faktor penting agar data perpajakan yang tersimpan dalam Coretax
mencerminkan kondisi wajib pajak yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan
pendekatan studi dokumentasi. Menurut Fadli (2021), penelitian kualitatif bertujuan
memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi pada objek
penelitian secara alamiah. Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini
berfokus pada peran pembetulan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam
meningkatkan kualitas informasi perpajakan pada era Coretax Administration System.
Penelitian dilakukan melalui analisis terhadap kasus pembetulan SPT yang menunjukkan
adanya ketidaksesuaian informasi pada pelaporan awal serta perubahan informasi setelah
dilakukan pembetulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap
dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Anggito & Setiawan (2018),
studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai
dokumen yang digunakan sebagai sumber informasi penelitian. Dokumen yang
digunakan meliputi data pelaporan SPT Tahunan, tampilan pengisian induk SPT,
lampiran peredaran bruto usaha, hasil pembetulan SPT, serta dokumen pendukung lain
yang berkaitan dengan proses pelaporan perpajakan wajib pajak. Selanjutnya, teknik
analisis data menggunakan model (Miles et al., 2014)yang terdiri atas reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi
ketidaksesuaian informasi pada pelaporan awal SPT, membandingkan kondisi sebelum
dan sesudah pembetulan, serta menginterpretasikan peran pembetulan SPT dalam
meningkatkan kualitas informasi perpajakan yang tercatat pada Coretax Administration
System.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap proses pembetulan SPT Tahunan
Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian ini mengidentifikasi dua bentuk ketidaksesuaian
informasi pada pelaporan awal SPT, yaitu pada aspek penghasilan dan aspek harta.
Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa informasi yang tercantum dalam SPT
belum sepenuhnya mencerminkan kondisi wajib pajak yang sebenarnya sehingga
diperlukan pembetulan untuk menghasilkan informasi perpajakan yang lebih akurat.
Temuan ini memperlihatkan bahwa pembetulan SPT tidak hanya dilakukan untuk
memperbaiki kesalahan yang memengaruhi besarnya pajak terutang, tetapi juga untuk

menyesuaikan informasi yang menjadi bagian dari administrasi perpajakan.
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Pada aspek penghasilan, ketidaksesuaian terjadi karena status penghasilan usaha
dan/atau pekerjaan bebas diisi tidak sesuai sehingga informasi mengenai kegiatan usaha
belum terakomodasi dalam pelaporan SPT. Sementara itu, pada aspek harta, kas yang
telah dialihkan menjadi investasi masih tetap dicantumkan dalam daftar harta sehingga
nilai harta yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ringkasan
bentuk ketidaksesuaian informasi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Ketidaksesuaian Informasi pada Pelaporan SPT

Aspek Ketidaksesuaian Informasi Dampak

Status penghasilan usaha dan atau =~ Informasi peredaran bruto usaha

Penghasilan ) o . .
pekerjaan bebas diisi tidak sesuai dan PPh Final belum terlaporkan
Kas yang telah dialihkan menjadi Informasi harta tidak

Harta investasi masih dicantumkan dalam mencerminkan kondisi wajib

daftar harta pajak yang sebenarnya

Pembetulan SPT atas Kesalahan Pengisian Status Sumber Penghasilan

Pembetulan SPT pada aspek penghasilan diawali dengan ditemukannya ketidaksesuaian
informasi mengenai status sumber penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adanya
ketidaksesuaian informasi pada pelaporan awal SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan sekaligus menjalankan kegiatan usaha.
Pada pelaporan awal, status penghasilan usaha dan/atau pekerjaan bebas diisi dengan
pilihan "tidak", meskipun wajib pajak masih memiliki kegiatan usaha yang menghasilkan
peredaran bruto dan dikenakan PPh Final. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan

informasi mengenai kegiatan usaha belum terakomodasi dalam pelaporan SPT.

V' B, IKHTISAR PENGHASILAN NETO

W Tk () Ya, slahkan mengis lampiran | Bagian D

Apakah Anda menerima penghas ian dalam negen dan usaha dan/atau pekeraan bedes?* W Tk O Tidak Ianjutkan ke pertanyaan 1¢

Gambar 1. Status Sumber Penghasilan Sebelum Pembetulan
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Ketidaksesuaian pada pengisian status sumber penghasilan memengaruhi
mekanisme pelaporan yang dibentuk oleh sistem. Status usaha yang diisi "tidak"
menyebabkan sistem tidak mengidentifikasi adanya kegiatan usaha sehingga lampiran L-
3B sebagai media pelaporan peredaran bruto usaha dan penghasilan yang dikenakan PPh
Final tidak ditampilkan. Akibatnya, informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak
belum dapat dilaporkan secara lengkap dalam SPT.

Setelah dilakukan pembetulan dengan mengubah status penghasilan usaha
dan/atau pekerjaan bebas menjadi "ya", sistem kembali mengidentifikasi karakteristik
sumber penghasilan wajib pajak dan menampilkan lampiran L-3B sebagai bagian dari

formulir pelaporan.

V' B IKHTISAR PENGHASILAN NETO

Gambar 2. Status Sumber Penghasilan Setelah Pembetulan

Munculnya lampiran L-3B memungkinkan informasi mengenai peredaran bruto
usaha sebesar Rp3.904.152.000 serta PPh Final sebesar Rp17.020.760 dilaporkan sesuai
dengan kondisi wajib pajak. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembetulan SPT
tidak hanya memperbaiki kesalahan pengisian data, tetapi juga memungkinkan seluruh
informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha tercatat dalam sistem administrasi

perpajakan.

REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

V' DATAR TEMART KIGIATAN USAMA (T
o 14 wa 1} v 14 14 x 1l somasea 11 14

Gambar 3. Lampiran L-3B Setelah Pembetulan
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Ringkasan perubahan informasi setelah pembetulan SPT disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Setelah Pembetulan pada Aspek Penghasilan
Komponen Sebelum Pembetulan Setelah Pembetulan
Status penghasilan usaha
Tidak Ya

dan/atau pekerjaan bebas

Lampiran L-3B Tidak muncul Muncul

Peredaran bruto usaha Tidak terlaporkan Rp3.904.152.000

PPh Final usaha Tidak terlaporkan Rp17.020.760

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketepatan pengisian informasi pada tahap awal
pelaporan berpengaruh terhadap kualitas informasi perpajakan yang dihasilkan.
Kesalahan pada satu komponen pelaporan menyebabkan informasi mengenai kegiatan
usaha tidak dapat direkam secara lengkap oleh sistem. Setelah pembetulan dilakukan,
informasi yang sebelumnya belum terakomodasi menjadi dapat dilaporkan sesuai dengan
kondisi wajib pajak. Dengan demikian, pembetulan SPT tidak hanya menghasilkan
perubahan administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi perpajakan melalui
penyajian data yang lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pembetulan SPT atas Kesalahan Pelaporan Harta

Pembetulan SPT pada aspek harta dilakukan setelah ditemukan adanya
ketidaksesuaian informasi dalam pelaporan harta Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak
memperoleh warisan dalam bentuk kas sebesar Rp800.000.000 yang selanjutnya
digunakan untuk membeli investasi. Secara substansi, telah terjadi perubahan bentuk
harta dari kas menjadi investasi sehingga pada akhir tahun pajak investasi tersebut
menjadi bagian dari harta yang dimiliki wajib pajak.

Pada pelaporan awal SPT, investasi telah dicantumkan dalam daftar harta.
Namun, kas yang telah digunakan untuk memperoleh investasi masih tetap dilaporkan
sehingga sumber daya ekonomi yang sama tercatat dalam dua bentuk sekaligus. Kondisi
tersebut menyebabkan informasi harta yang dilaporkan menjadi lebih besar dibandingkan

kondisi yang sebenarnya (double counting).
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Untuk menyesuaikan informasi tersebut, dilakukan pembetulan SPT dengan
menghapus pencatatan kas sebesar Rp800.000.000, sedangkan investasi tetap
dipertahankan dalam daftar harta karena masih dimiliki wajib pajak pada akhir tahun
pajak. Ringkasan perubahan informasi harta sebelum dan setelah pembetulan disajikan

pada Tabel 3.

Tabel 3. Kondisi Harta Sebelum dan Setelah Pembetulan

Komponen Sebelum Pembetulan Setelah Pembetulan
Kas warisan Rp800.000.000 masih Dihapus

dicantumkan
Investasi Dilaporkan Tetap dilaporkan
Kesesuaian informasi Belum mencerminkan Mencerminkan kondisi
harta kondisi sebenarnya sebenarnya

Pembetulan tersebut menghasilkan informasi harta yang lebih sesuai dengan
kondisi wajib pajak tanpa mengubah besarnya pajak terutang. Hal ini menunjukkan
bahwa pembetulan SPT tidak selalu dilakukan untuk mengoreksi kewajiban perpajakan,
tetapi juga untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum dalam SPT akurat dan
mencerminkan kondisi ekonomi wajib pajak. Dalam kerangka Self Assessment System,
wajib pajak bertanggung jawab tidak hanya atas penghitungan pajak, tetapi juga atas
kebenaran informasi yang dilaporkan sehingga pembetulan SPT menjadi mekanisme

untuk menjaga kualitas data perpajakan.

Peran Pembetulan SPT dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Perpajakan pada
Era Coretax

Berdasarkan kedua temuan dokumentasi, pembetulan SPT dilakukan pada
komponen pelaporan yang berbeda, yaitu penghasilan dan harta. Meskipun memiliki
karakteristik yang berbeda, keduanya menunjukkan pola yang sama, yaitu adanya
ketidaksesuaian antara informasi yang dilaporkan dalam SPT dengan kondisi wajib pajak
yang sebenarnya. Pada aspek penghasilan, ketidaksesuaian menyebabkan informasi
mengenai kegiatan usaha belum terakomodasi dalam pelaporan sehingga peredaran bruto
usaha dan PPh Final tidak dapat dilaporkan. Sementara itu, pada aspek harta,
ketidaksesuaian menyebabkan nilai harta yang dilaporkan menjadi lebih besar akibat

pencatatan ganda atas sumber daya ekonomi yang sama. Temuan tersebut menunjukkan
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bahwa kualitas informasi perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh ketepatan
penghitungan pajak, tetapi juga oleh ketepatan informasi yang disampaikan pada setiap
komponen SPT.

Pembetulan SPT berperan dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan
melalui penyesuaian informasi yang belum sesuai dengan kondisi wajib pajak. Pada
dokumentasi aspek penghasilan, pembetulan memungkinkan informasi mengenai
kegiatan usaha yang sebelumnya belum tercatat menjadi dapat dilaporkan secara lengkap.
Sementara itu, pada aspek harta, pembetulan menghasilkan informasi yang lebih akurat
melalui penghapusan pencatatan ganda sehingga nilai harta yang disajikan sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembetulan SPT tidak
hanya berfungsi memperbaiki kesalahan administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas
informasi perpajakan melalui penyajian data yang lebih lengkap, akurat, dan sesuai
dengan kondisi wajib pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat (Aribowo, 2017) yang
menyatakan bahwa pembetulan SPT merupakan mekanisme untuk memperbaiki
kesalahan dalam pelaporan perpajakan. Namun demikian, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa fungsi pembetulan SPT tidak hanya terbatas pada koreksi atas
kewajiban perpajakan, tetapi juga berperan dalam menjaga kualitas in formasi yang
tercantum dalam SPT. Dalam kerangka Self Assessment System, wajib pajak bertanggung
jawab tidak hanya menghitung dan melaporkan pajak yang terutang, tetapi juga
memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya. Oleh karena itu, pembetulan SPT menjadi bagian penting dalam
menghasilkan informasi perpajakan yang andal sebagai dasar administrasi perpajakan.

Peran tersebut menjadi semakin penting pada era Coretax Administration System
yang mengintegrasikan berbagai informasi perpajakan dalam satu sistem administrasi
digital. Dalam sistem yang terintegrasi, kualitas data sangat dipengaruhi oleh ketepatan
informasi yang dilaporkan oleh wajib pajak. Ketidaksesuaian informasi pada satu
komponen pelaporan berpotensi memengaruhi kualitas data yang tersimpan dalam sistem
administrasi perpajakan. Sejalan dengan pandangan Organisation for Economic Co-
operation and Development (2023), transformasi digital administrasi perpajakan
memerlukan data yang akurat, lengkap, dan konsisten sebagai dasar pengelolaan

administrasi serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembetulan SPT tidak hanya
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berfungsi sebagai mekanisme koreksi pelaporan, tetapi juga mendukung tersedianya
informasi perpajakan yang berkualitas dalam era Coretax.
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembetulan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang
Pribadi berperan dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan melalui penyesuaian
informasi yang belum sesuai dengan kondisi wajib pajak sehingga informasi yang
dihasilkan menjadi lebih akurat, lengkap, dan andal dalam mendukung administrasi
perpajakan pada era Coretax Administration System. Temuan ini menunjukkan bahwa
fungsi pembetulan SPT tidak hanya terbatas pada mekanisme koreksi administratif atau
pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kualitas data
yang tersimpan pada sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Namun, penelitian
ini masih terbatas pada analisis studi dokumentasi terhadap dua bentuk ketidaksesuaian
informasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga belum menggambarkan variasi
praktik pembetulan SPT secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya
disarankan mengkaji pembetulan SPT pada objek dan jenis wajib pajak yang lebih
beragam dengan memadukan studi dokumentasi, wawancara, maupun observasi agar
diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Dari sisi praktis, wajib pajak diharapkan
melakukan peninjauan kembali terhadap data sebelum penyampaian SPT serta
memanfaatkan mekanisme pembetulan apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi
guna menjaga kualitas informasi perpajakan dalam implementasi Coretax Administration

System.
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